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BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR Y% TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN
2014 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN |(PBB-PZ)
BAGI PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa schubungan dengan diterapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Situbonde Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraluran Daerabh Kabupaten
Situbonde Nomor 3 Tahun 2008 lentang 5usunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Situbonde serta dalam rangks optimalisasi pencapaian
target Pendapatun Dasrah dari Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Perdesansn dan Perkotaan (PBB-P2); dipandang
perlu merubah Peraturan Buopatl tentang Petunjuk Toknis
Pemberian Hadiah aias Pelunasan Pajak Bumi dan
Bangunan Scklor Perdesaan dan Perkotaan (PBEB-F2) Bag
Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan o1 Kabupsten
Situbondo.

Mengingat - 1.  Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor 17 Tabun
2003 rentang Keuangan Negara |[Lembaran Negara
Hepublik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomar 4 286);
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Ulldaﬂg |._|]".|I.'J.-'.Ir'IE{ Ht‘*p'.]lﬂlk Indonesia Nomor T Tabhun
2004 tentang Perbendaharaan Negara  [Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Momor 43335);

Lndang Undang Republik Indonesta Nomor 13 Tahun
2004 temtang Pemeriksaan Pengelolzan dan Tanggung
Jawab  Keuangan Negara [Letnbaran  MNegara
Republilkk  Indonesia Tahun 2009 Nomor 66,
Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4400

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 lentang  Pemeriniahan  Daerah  [Lembaran
Negara Repuhblik ITndoncsia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Nepara Eepublik  Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah  beberapa  kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik
[ndonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Nepars,
Republik  Tndonesta  Tahun 2008 Nomor 549,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomuor 48414);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara
Pemermtah  Pusat  dan  Pemerinighan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonresia Nomer 3637);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Telun
2009 tenmtang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20049
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 04 5;

Undang-Undang Republik Tndonesis Nomor 12 Tahun
2011 lentang Pembentokan  Peraioran Perundang-
undangan  {Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S8
Tahun 2005 tenlang Pengelolasn Keuangan Daerah
iLembaran MNegara Republik lndonesia Tehun 2005
Nomor 140, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 457 8):



9.

L0,

1.

13,

14,

15.

15,

LY

A

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2005 tentzng Desa (Lembaran Nepgarda Republik
Indonesia Nomor 4837

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005 tentang  Pedoman  Pembinaan  dan
Pengawasan  Penvelenggaraan  Pemerintah Dacrah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 20035
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonecsia Nomor 1593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 20007 tentang Pemlbiagian Urusan
Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten /Kot
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repullik
Indonesia Nomeor 3747

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemeriniah scbagaimana lelah beberapa kali diubah,
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
T0 Tahun 2012:

Peraturan Menteri Dalam Nepgeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tabhun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Ecuangan Dacrah sebagzimana telah beberapa kali
diubah, terakhir denpgan Peraturan Menteri Dalam
Negerl Republik Indonesis Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negerd Repubihk [ndonesia
Nomor 32 Tahun 2006 tentung Pedoman Administes si
Diesa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Fengelolaan
Keuangan Dess:

Peraluran Menteri Dulam Negeri Republik Tndonesia
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan  alas  Fenyelenggaraan  Pemeriniahan
[Jesa:

Peraluran Daerah Kabupaten Silubondo Nomor 13
Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan
Desa [Lembaran Deerah Kabupaten Situbonde Tahun
2006 Nomor 13);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 17
Tahun 2006 (entang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbonde Tahun 2006
Nomor 17];



Menetapkan

19, Peraturan Daerah kabupaten Situbonde Nomor 18
Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lernbaran Dacrah Kabupaten Situbonds Tahun 2006
Nomaor 18],

20, Peraturan Dacrahh kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntah Daerah
Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

21, Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan
Keuangan Daerah  [Lembaran Dacrah Kabupatcn
Situbonde Tahun 2008 Nomaor 13);

22, Peraturan Daerah Kabupalen Situbendo Nomor 32
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dhnas Dacrah Kabupaten Situbondo {Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3)
schagaimana telah divbah dengan Peraturan Dacerah
Kabupaten 8Situbondo Momor 3 Tahun 2014
(Lembaran Dacrah Kabupaten Sitabondo Tahun 2014
Nomor 13|;

23. Peraturan Bupatl Situbondo Nomor 19 Tahun 2011
tenitang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan  (Berita Daerah Kabupaten Sitgbondo
Tahun 2011 Nomor 14%);

249, Peraturan Bupat Simibondo Nomor 30 Tghun 2012

tentang Pedorman Pelaksanaan Bantoan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa i Kabupaten Situbondo

{Berita Dacrah Kabupaten Situbondoe Tahun 2012

Nomeor 307;

Peraturan Bupat Situbondo Nomor 33 Tahun 2014

tentang Uralana ‘Tugas dan Fungs: Dinas Pendaptan,

Pengeiola Keuangan dan Aser Daerah Kabupaten

Siubondo  (Benita  Daerah  Kabupaten  Situbonde

Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PFPEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN |(PBB-P2} BAGI PEMERINTAH DESBA/
KELURAHAN DAN KECAMATAN DI EKABUPATEN
SITUBONDO.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat Situbondoe

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekmis Pembenan

Hadiah atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Perdesaan dan Perkotaan ([PBB-P2) Bagi Pemerintah

Desaf Kelurahan dan Kecamatan i Kabupaten Situbondo

{Berita Dacrah Kabupaten Situbonde Tahuan 20149 Nomor

0] dhiubah sebagai berikoud ;

Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka &
ditbah, sehingeas  keselurohen Pasal 1 berbunwi

sehagal berilouat ;
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini vang dimaksud dengan -

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo,

2. Pemerintah Daerab adalah Pemerintah Kabupaten
Stluhbondo,

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asel
Dacrah vang sclanjutnyva disingleat DI'PEKAD adalah
Dinas Pengelola Keuangan Daerah  Kabupaten

Silubondo,

H |

Kepala Dinas  Dinas  Pendapatan, Pengelola
Kouangan dan Asel Dacrah ovang sclanjuinys
disebut Kepala DPPEALD adalah Dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Asel Decrah Kebupaten

Siluhondo,

fr. Pejabat  Pelaksana  Teknis  Keglatan  yang
sclanjutnya  disingkal PPTK adalah Prjabal
Pelaksang Tekmis Kegmatan Program Penungkatan
dan Pergembangan Pengelolaan PBB dan BPHTB
pada Ninas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Situbandao.

Eecamatan adalab o wilavab kema Camat sebagai
A 1 E

=]

perangleat dacrah Kabupaten Situbondo.

8. Camat adalah wakil Pemenntah Dacrah di wilavah
Kecamatan vang bersanghatan dan bertanggung

jawah kepada Bupali,

¢



£

G, Anpggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
gselanjulnva  disingkat  APBD  adalah Anpgaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah  Kabupalen

Sl

10. Desa adalah kesatuan masvarakal hukum vang
memiliki  batas-batzs  wilayalh vang berwenang
uniuk mengatur dan  mengures kepentingan
masvarskal setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat sctempal yang diakui dan dihormat &
Kabupalen Situbondo.

11, Pemerintah Desa adaelah Kepala  Desa dan
Peranpgkat Desa  scbapgali unsur  penyelenggara
Pemerintahan Desa.

12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa vang
lercditt dar ';-?-:15;1:::;3_1-;5 Desa dan Perangkat Doesa
lamnva.

13. Hadiab adalah Bantuan Keuangan  Pemerintah
Dacrah vang bersumber dar Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Situbondo bagi
Desa/Kelurahan dan Kccamatan yang memenuh
target pelunasan sektor Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan den Perkotaan (FBB-P2) sesuai dengan

jadwal yang telah diletapkan.

2. Ketentusn Pasal 7 diubah, schingga Pasal ¥ berbunys

sebagai bernizit ;
Pasal 7

Pernerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan penerima
hadiah  schapaimans  dimaksud  dalam  Pasal 4
ditetapkan dengen Keputusan Kepala DPPRAL.

3. Ketentuan Pasal 9 dinbah, sehingga kescluruhan Pasal
% berbunyi schuapai bertloat

Pasal 9

{1] Pomerintah Desa mengajukan surat permohonan
pencairan hadish kepads Bupati Smubondo Co.
Fepala  DPPRADR  untuk  diverilikasi,  dengan

| 9



i

mciampirkan Keputusan Kepald DPPEATY
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rineian
penppunssn hadiah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal &,

[2] Sectelah diverifikasi dan dinvatakan lenpkap, Kepala
DPMEALD melala: PPTE menvalurkan  pencairan
nadiah langsung dalam 1 [saty] tahap ke Rekenming
Kas Pemerintah Desa pada Baonk Pembanpunan
Dacrah Jawa Timur Cabang Sitabonda,

ketentuan Pasal 10 dinbah, sehingga keseharuhan

Pasal 10 berbunyi sebagan benkul ;

Pasal 10

(1) Kelurahan /Kecamalan mengajukan gurat
permohonan . pencairan  hadiah kepada  Bupali
Situbonde Co. Kepala DFPRAD untuk divenihikasi,
dengan melampirkan Kepunasan Bupali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¥ dan nincian
penggunaan hadiah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

[} Selelah divenilikas: dan dinyatakan lengkap, Kepala
DPPEAD  melalui  PPTK  menverahkan hadiah
kepada Kelurahan/ Kecamatan melalul
Lurah/Camat masing masing pemenang hadiah.

Eetentuan Pasal 15 diubah, schingga keselurohan
Pasal 15 berbunyi sebapgail berilout

Pasal 15

(1} Camat memfasilitasi  DesafKelarahan  dalam
pengajuan pencalran, pengendalian pengpunaan
dan pertangsungjawaban pengpunaan hadiah bagi
Pemerintah Desa/Kelurahan,

(2] DPPEAD melaksanakan pembinaan, monitoring

dan evaluas) lerhadap penyvaluran hadiah bag

Pemerintah Desaf Kelurahan dan Kecamatan.

Vv



Pa=al II

Peraturan  Bupati  ini mulal  berlaku pada  tanggal

divndanglkan,

Apar setiap  orang mengetahuinya,  memeriniabkan
pengundangan Peraturan Bypati il dengan
penempatannya  dalam  Berita Dacrah  Kabupaten

Situbondoe.

Ditetapkan di Situbondo
pada tangeal 0 7 OGT ZU0a

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo

114

mada tanggal 2 00T 201

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR y3

fﬁpm‘ﬂ sesua dengan Asliva,
- . .
|




